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MUHAMMAD RAHMAT PUTRA (B11110163). Tinjauan Viktimologis 
Penganiayaan Guru Yang Dilakukan Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di 
Sekolah dibimbing oleh Muhadar dan Haeranah 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan guru sebagai 
korban penganiayaan oleh oknum orang tua siswa di dalam lingkungan 
sekolah dan upaya perlindungan hukum terhadap guru sebagai korban 
penganiayaan oleh oknum orang tua siswa di dalam lingkungan sekolah  
Penelitian ini dilakukan di SMKN 2 Makassar dan Kepolisian 
Resor Kota Besar Makassar Timur. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara dan tetap memperhatikan buku-buku dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). peranan korban dalam kasus 
penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa yaitu Peneguran terhadap 
siswa disekolah karna tidak menyelasaikan pekerjaan rumah (PR), 
Pandangan guru bahwa hakikat guru adalah orang tua disekolah, Guru 
tidak boleh masa bodoh, atau bersikap apatis terhadap siswa sehingga 
hal ini membuat guru bersikap keras terhadap siswa 2). Upaya 
perlindungan, yang dapat diberkan kepada korban berupa pendampingan 
fisik saat mengikuti persidangan dengan tujuan agar ketika korban 
mengungkap tindak pidana yang dialami dapat dilakukan dengan tenang, 
dan dipaparkan dengan runut, dan jelas, korban juga dalam hal 
perlindungan mendapatkan rehabilitasi medis . Disarankan agar : 1). 
Diharapkan Pemerintah dan semua instansi terkait dalam hal 
meningkatkan pendidikan melalui sekolah-sekolah, baiknya melakukan 
bimbingan mengajar terhadap guru-guru dengan metode yang 
disesuaikan untuk kodisi global sekarang, agar guru-guru lebih bisa 
menjawab tantangan zaman dalam metode pembelajaran. 2) diharapkan 
adanya peningkatan kerjasama secara terpadu antara Kepolisian, 
lembaga-lembaga bantuan hukum, lembaga perlindungan saksi dan 
korban dan pihak terkait lainnya dalam menanggulangi terjadinya 
kejahatan, khususnya kejahatan kasus penganiayaan Oleh Oknum Orang 
Tua Siswa terhadap guru..  
 








MUHAMMAD RAHMAT PUTRA (B11110163). Viktimological Review 
Teacher Abuse Taken By Person Parents Students In School guided 
by Muhadar and Haeranah 
 
This study aims to analyze the role of teachers as victims of abuse 
by unscrupulous parents of students in the school and safeguard the law 
against teachers as victims of abuse by unscrupulous parents of students 
in the school environment 
 
This research was conducted at SMK 2 Makassar and Makassar 
City Police Big East. The method used in this research is the field where 
data collection is by interview and taking into account books and the 
legislation in force. The data obtained and analyzed qualitatively and 
presented descriptively. 
 
The results showed: 1). the role of the victim in the case of 
persecution by Person Parents were is the admonition to students at 
school because not completion of homework, view the teacher that the 
essence of the teacher is a parent at school, teachers should not be 
indifference, or apathy toward students so that it makes the teacher get 
tough on students 2). Protective measures, which may be given to the 
victims of the current physical the form of assistance in order to follow the 
trial when the victim suffered uncover criminal acts can be done quietly, 
and exposed to trace, and obviously, in terms of protection of victims also 
get medical rehabilitation It is recommended that: 1). It is expected that the 
Government and all relevant institutions in terms of enhancing education 
through schools, good conduct teaching guidance to teachers with 
methods adapted to the current global conditions, so that teachers can 
better answer the challenges of the times in teaching methods. 2) 
expected an increase of integrated cooperation between the police, legal 
aid institutions, witness and victim protection agencies and other 
stakeholders in tackling crimes, particularly crimes of abuse cases by 
Person Parent Student to teacher. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Berbagai macam kejahatan banyak berkembang di masyarakat. 
Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam 
masyarakat (crime in society), dan merupakan bagian dari keseluruhan 
proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-
proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. 
Akibat dari kejahatan yang terjadi akan ada pihak yang dirugikan baik 
secara jasmaniah maupun rohaniah yang disebut korban. Suatu kejahatan 
merupakan hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang 
ada dan saling mempengaruhi. Dalam kejahatan, pelaku dan korban 
sama-sama berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif 
dan pasif. Dengan kata lain, masing-masing memegang peranan penting 
dan menentukan.1 
Maka dari itu, sehubungan dengan hukum pidana yang berperan 
langsung dalam mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan yang 
dilarang maupun diharuskan beserta aturan pidananya, diperlukan pula 
kajian berdasarkan hubungan antara terjadinya suatu kejahatan tersebut 
dengan peranan korban dari kejahatan itu sendiri.Dalam konteks sistem 
peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik 
                                                          
1 Rena Yulia, Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban, Edisi Pertama, Graha 
Ilmu, Yogyakarta, 2010. h. 74. 
2 
pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan 
kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan 
negara yang diwakili oleh Pemerintah.2Dalam rangka pelaksanaannya, 
dibutuhkan adanya dasar-dasar pemikiran yang mendukung pelayanan 
terhadap korban kejahatan. Oleh karena itu, di samping ilmu kriminologi 
selaku pendukung hukum pidana dalam hal penerapan, adalah mutlak 
untuk juga memahami dan mengembangkan viktimologi yang dapat 
memberikan pemikiran guna memahami masalah penimbulan korban 
kejahatan serta penanggulangan permasalahannya secara rasional, 
bertanggung jawab dan bermanfaat. 
Kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini di kota Makassar yang marak 
diperbincangkan baik di media maupun dalam kehidupan masyarakat 
adalah penganiayaan terhadap guru oleh oknum orang tua murid, kali ini 
menimpa guru arsitek SMKN 2 Makassar. Guru sebagai korban 
penganiayaan oleh oknum orang tua siswa pada dasarnya telah 
memberikan catatan buruk dalam sistem pendidikan di kota Makassar. 
Pendidikan merupakan pondasi sebuah bangsa, bangsa yang besar akan 
memulai perkembangan dan pembangunan dari sektor pendidikan. Hal 
yang serupa dengan bangsa Indonesia yang memiliki tujuan 
mencerdasakan kehidupan bangsa, jika pondasi itu hancur maka bangsa 
Indonesia akan mengalami keterpurukan. Dasrul, guru SMKN 2 Makassar 
dianiaya oleh orang tua siswa bernama, Adnan Achmad pada Rabu, 10 
                                                          
2Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, Semarang, 1995, h. 129. 
 
3 
Agustus 2016. Awalnya, Dasrul menagih tugas PR yang diberikan kepada 
siswa kelas dua. Salah seorang siswa, Airul Aliq Sadang tidak 
mengerjakan tugas sehingga ditegur oleh sang guru. Saat ditegur, siswa 
tersebut menendang pintu sambil mengucapkan kata-kata kotor. Hal itu 
membuat guru naik pitam hingga menampar siswa tersebut. Airul 
langsung mengadu kepada orang tuanya. Tidak berselang lama, orang 
tua Ali datang ke sekolah yang beralamat di Jalan Pancasila, Makassar 
itu. Awalnya, Ahmad mencari kepala sekolah, namun tidak ketemu. Saat 
berjalan di koridor, dia bertemu Dasrul hingga terjadilah penganiayaan 
itu3. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar pada 
bagian pelipisnya, hidungnya juga mengeluarkan darah.4 
Korban yang pada dasarnya menjadi pihak yang lemah atau yang 
dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, menjadikan pihak korban 
perlu mendapatkan perlindungan dalam mencari keadilan khususnya 
dalam proses pidana.Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), 
masalah kepentingan korban tindak pidana merupakan bagian dari 
persoalan hak asasi manusia pada umumnya. Prinsip Universal 
sebagaimana termuat dalam The Universal Declaration of Human Right 
(10 Desember 1948) dan The International Covenanton Civil and Political 
Rights (16 Desember 1966) mengakui bahwa semua orang adalah sama 
terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang 
                                                          
3http://fajaronline.com/2016/08/10/begini-kronologi-penganiayaan-guru-smk-2-
makassar/ diakses pada tanggal 25 Agustus 2016 
4 “Berkas perkara tersangka sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar,” kata 
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Deddy Swardy Surachman dikutip dalam 
http://news.inikata.com/read/2016/08/29/2857/berkas-kasus-penganiayaan-guru-smk-2-
makassar-di-terima-pn diakses pada tanggal 28 Agustus 2016 
4 
sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap tindakan 
pelanggaran hak-hak asasi yang di jamin oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan nasional5Terjadinya suatu tindak pidana akan 
secara langsung menimbulkan akibat yang negatif pada korban yakni 
akibat secara materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian 
harta benda, sementara kerugian secara immateriil adalah akibat dari 
perasaan menjadi korban tindak pidana, yang memungkinkan akan 
terjadinya tekanan mental pada korban.  
Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistim Hukum 
Nasional,posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam 
Sistem Peradilan(pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran 
utama atau hanyasebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban 
suatu tindak pidanaoleh masyarakat dianggap sebagaimana korban 
bencana alam,terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga 
korban mengalami ciderapisik, bahkan sampai meninggal dunia. Siapa 
yang mengganti kerugian materi,yang diderita oleh korban ? misalnya 
biaya pengobatan, atau jika korbannya sampai meninggal dunia, berapa 
kerugian yang diderita oleh pihak keluargakorban, jika dihitung secara 
material ?  
Berbagai prinsip yang digariskan di atas mempunyai nilai yang 
dapat mendukung aspek viktimologis, terlebih dapat berfungsi sebagai 
landasan kuat bagi perumusan hukum kelak bagi kepentingan korban-
                                                          
5 dikutip dalam The Universal Declaration of Human Rights, United Nations General 
Assembly, Desember, 10 th 1948, (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi 
Manusia) di kutip dari Parman Soeparman  Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat 




korban tindak pidanadalam perumusan-perumusan tata pengaturan bagi 
setiap negara mengenai hak-hakkorban dari tindakan perlakuan 
pelanggaran hukum6 
Perbincangan tersebut di atas yang menyangkut berbagai 
kepentingan dariperlakuan-perlakuan tindak pidana yang di alami 
seseorang dirangkum secara sistematis ke dalam bidang kajian dari 
viktimologi.Viktomologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang 
mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah 
manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan 
bagian dari kriminologi, yang mempunyai obyek studi yang sama, yaitu 
tindak pidana atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala 
sesuatu yangakibatnya, dapat merupakan viktimogen atau kriminogen7. 
Viktimologi jugamempelajari sejauh mana pelaksaan peraturan tentang 
hak-hak korban telahdilaksanakan. 
Kasus penganiayaan terhadap guru oleh oknum orang tua siswa 
mendorong keingintahuan penulis untuk mencari tahu lebih dalam 
mengenai penyebab terjadinya penganiayaan terhadap guru oleh oknum 
orang tua siswa, mengingat viktimologi merupakan ilmu pengetahuan 
yang melihat kejahatan dari sudut pandang korban, dimana korban tentu 
saja juga memiliki peranan dalam terjadinya kasus kekerasan fisik 
terhadap dirinya, serta bagaimana upaya aparat kepolisian dalam 
menanggulangi penganiayaan terhadap guru. Maka, penulis bermaksud 
untuk meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan tersebut ke dalam 
                                                          
6 Arif Gosita, Viktimologi dan KUHAP, Akadmika Presindo, Jakarta, 1986, (selanjutnya 
disebut Arif Gosita I) h. 14. 
7Ibid 
6 
bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Tinjauan Viktimologis 
Penganiayaan Guru Yang Dilakukan Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di 
Sekolah 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 
permasalahan yang dikaji adalah : 
1. Bagaimanakah peranan guru sebagai korban penganiayaan oleh 
oknum orang tua siswa di sekolah ? 
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap guru sebagai 
korban penganiayaan oleh oknum orang tua siswa di sekolah ?  
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui peranan guru sebagai korban penganiayaan 
oleh oknum orang tua siswa di sekolah 
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap guru 
sebagai korban penganiayaan oleh oknum orang tua siswa di 
sekolah 
 
D. Manfaat Penelitian  
Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh: 
1. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas 
wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum 
7 
khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan di 
Indonesia dalam ruang lingkup viktimologi 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, 
pedoman serta informasi riil terkait perkembangan kajian 
viktimologi di Indonesia. 
b. Bagi Masyarakat 
Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman 
masyarakat mengenai viktimologi, baik dari hubungan hukum 
yang lahir, akibat hukum, serta upaya hukum yang dapat 
dilakukan agar mendapatkan keadilan sosial. 
c. Bagi Pemerintah 
Penulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah 
dalam menindaklanjuti setiap permasalahan yang ada di setiap 









1. Pengertian  
Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban 
kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya 
pemikiranpemikiran brilian dari Hans von Henting, seorang ahli kriminologi 
pada tahun 1914 serta Mendelsohn pada tahun 1947. Pemikiran kedua 
ahli ini sangat memengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.8 
Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris yaitu victimology yang 
berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan logos yang 
berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi atau ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya 
korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah 
manusia sebagai suatu kenyataan sosial.9 
Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena 
tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian 
tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah. Sedangkan 
yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap 
atautindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang 
                                                          
8 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, 
AntaraNorma dan Realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 35. 
9 Rena Yulia, Op. Cit., h. 43. 
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secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.10 
Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari 
suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang 
merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat 
perlunya suatu pemahaman, yaitu:11 
a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional 
b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; dan  
c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh 
unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.  
Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau 
disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. 
Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk 
pula korban kecelakaan dan bencana alam.12 Pengertian viktimologi 
mengalami tiga fase perkembangan.Pada awalnya, viktimologi hanya 
mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal 
or special victimology. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji 
masalah korban kejahatan saja, tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada 
fase ini disebut sebagai general victimology. Fase ketiga, viktimologi 
sudah berkembang lebih luas lagi,yaitu mengkaji permasalahan korban 
                                                          
10 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit., h. 34. 
11 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, ( 
selanjutnya disebut Arif Gosita II ) h. 40. 
12Rena Yulia, Op.Cit, h. 44. 
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karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada 
fase ini dikatakan sebagai newvictimology.13 
Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan 
akibatakibat timbulnya korban yang mencakup semua aspek mengenai 
korban dalam kehidupannya masing-masing. 
2. Ruang Lingkup  
Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau 
penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha 
menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau 
penimbulan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi 
dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini. Antara lain: ingin 
dicegah pelaksanaan politik kriminal yang dapat menimbulkan berbagai 
kejahatan atau viktimisasi (penimbulan korban) lain lebih lanjut antara 10 
yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan demi keadilan dan 
kesejahteraan yang bersangkutan.Jadi, jelas viktimologi yang rasional, 
bertanggung jawab, dan bermanfaat dapat merupakan sarana untuk 
memperjuangkan hak dan kewajiban asasi manusia. Menurut J.E. 
Sahetapy14 ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat 
menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu 
berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban 
                                                          
13Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit., h. 35. 
14J.E. Sahetapy,Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995,h. 25. 
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kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan.  
Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic 
memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena 
adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji 
korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam 
di luar kemauan manusia (out of man‟s will). Dengan demikian objek studi 
atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita15 adalah 
sebagai berikut :  
a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas;  
b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal 
c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu 
viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, 
pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim 
pengacara, dan sebagainya 
d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal : argumentasi kegiatan-
kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi 
usahausaha prevensi, represi, tidak lanjut (ganti kerugian) dan 
pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.  
e. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.  
 
Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat 
dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya 
dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut 
pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. 
Masingmasing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) 
yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau 
kriminalitas.16Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai 
suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada 
                                                          
15 Arif Gosita II, Op., Cit., h.329 
16Ibid.  h 39 
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pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. Menurut J.E. Sahetapy 
dikutip dalam Muhadar, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik 
maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih 
lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang 
meliputi 17 
a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 
kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan 
angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan 
peperangan lokal atau dalam skala internasional 
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi 
antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang 
tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek 
lingkungan hidup 
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap 
anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau 
orang tuanya sendiri;  
d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan 
obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan 
lain-lain 
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut 
aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang 
menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, termasuk 
menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun sudah 
diselesaikan aspek peradilannya.  
 
Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas 
teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi 
kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun 
nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam 
viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak 
yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial. Mengingat 
pentingnya viktimologi dalam mengusahakan keadilan dan kesejahteraan 
setiap anggota masyarakat dimana saja, maka adalah benar apabila kita 
                                                          
17Muhadar,Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta2006, 
h. 22 
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bersama, mengusahakan pengembangan viktimologi. Tujuannya untuk 
memberikan landasan dalam bersikap kehidupan dengan beragam cara, 
dan mengusahakan pelayanan perlakuan yang manusiawi terhadap 
mereka yang terlibat dalam berbagai viktimisasi. 
3. Manfaat  
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari 
kebenaran. Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal 
utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu18:  
a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hukum 
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban 
dalam suatu tindak pidana 
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban.  
 
Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan 
mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut19: 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. 
Akibat pemahaman itu akan diciptakan pengertian-pengertian 
etiologi kriminal, konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang 
preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan 
menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai 
bidang kehidupan dan penghidupan.  
b. Viktimologi memberikan sumbangsih yang lebih dalam mengerti 
lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang 
menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya 
tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk 
memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan 
peran korban, serta hubungannya dengan pihak pelaku serta 
pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya 
pencegahan dalam berbagai macam viktimisasi demi 
                                                          
18Rena Yulia, Op.Cit, h. 39. 
19 Arif Gosita I, Op.Cit., h. 41-43. 
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menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka 
yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi 
suatu viktimisasi.  
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 
pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan 
pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau 
nonstruktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang 
baik dan agar menjadi lebih waspada.  
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga 
akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat 
sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya 
viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang 
pejabat menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan 
untuk keuntungan sendiri.  
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal 
dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.  
 
Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi 
korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara 
yang mempunyai hak asasi dan kewajiban yang sama dan kedudukan 
yang seimbang dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, viktimologi 
bermanfaat bagi kinerja aparatur penegak hukum, seperti aparat 
kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.  
Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya 
penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui 
latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana 
modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan 
aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.20Bagi kejaksaan, 
khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, 
                                                          
20 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit. h. 66. 
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viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada 
terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan 
turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.21Bagi kehakiman, dalam hal ini 
hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang 
menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya 
menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara 
pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban 
akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang 
menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat 
terkonkretisasi dalam putusan hakim. Hakim dapat mempertimbangkan 
berat ringan yang akan dijatuhkan pada terdakwa dengan melihat pada 
seberapa besar penderitaan yang dialami oleh korban pada terjadinya 
kejahatan.22 
 
B. Korban  
1. Pengertian Korban  
Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini 
adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-
batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh 
kesamaan secara pandang. Korban suatu kejahatan tidak selalu harus 
berupa individu, atau orang perorangan, tetapi bisa juga badan hukum. 




Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk 
kehidupan lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan atau ekosistem. 
Korban semacam ini lazim kita temui dalam kejahatan terhadap 
lingkungan.23 
Namun dalam pembahasan ini korban sebagaimana dimaksud 
terakhir tidak termasuk didalamnya.Dalam perspektif ilmu pengetahuan 
hukum pidana lazimnya pengertian “korban kejahatan” merupakan 
terminologi disiplin ilmu kriminologi dan victimologi yang kemudian 
dikembangkan dalam sistem peradilan pidana. Dikaji dari perspektif ilmu 
victimologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan 
sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang 
menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran 
hukum pidana (penal) mupun diluar hukum pidana (non penal) atau dapat 
juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (victim abuse of 
power). Sedangkan pengertian korban dalam artian sempit dapat diartikan 
sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam 
ketentuan hukum pidana.24 Dari perspektif ilmu victimologi tersebut di 
atas, korban dapat diklasifikasi secara global menjadi: 
a. Korban kejahatan (victims of crime) sebagaimana termaktub 
dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (offender) 
diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini 
maka korban diartikan sebagai penal victimology dimana ruang 
lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan 
kerah putih (white collar crime), serta victimless crimes yaitu 
                                                          
23Ibid h. 45-46. 
24 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik 
PeradilanPidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan 
Hukum Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh 
Korban Kejahatan),Mandar Maju, Bandung, 2010, h.1-2. 
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viktimasasi dalam korelasinya dengan penegakhukum, 
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan,  
b. Korban akibat penyalagunaan kekuasaan (victims abuse of 
power). Pada konteks ini maka lazim disebutkan dengan 
terminologi politicalvictimologydengan ruang lingkup abuse of 
power, Hak Asasi Manusia(HAM) dan terorisme,  
c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif 
atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya 
adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada 
konteks ini lazimnya ruang lingkupnya bersifat economic 
victimology, dan  
d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan 
bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum 
sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.25 
 
Pengertian korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat kejahatan 
itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan sebagai 
korban kejahatan yang bersifat konvensional, misalnya pembunuhan, 
perkosaan, penganiayaan, dan pencurian. Kemudian diperluas 
pengertiannya menjadi kejahatan yang bersifat non konvensional, seperti 
terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika, kejahatan terorganisir, 
kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), 
penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Menurut Mardjono 
Reksodiputro, pembicaraan mengenai korban meliputi pula pelanggaran 
terhadap hak-hak asasi manusia, yang bersumber dari illegal abuses of 
economic power dan illegal abuses ofpublic power.26Berbagai pengertian 
korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari 
konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban 
kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:  
 
                                                          
25Ibid., h. 2-3. 
26 J.E. Sahetapy, ed., Viktimology: Sebuah Bunga Rampai, Pusataka Sinar Harapan,  
1987, Jakarta, h. 96-97. 
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1) Arif Gosita, menurutnya korban diartikan sebagai: 
 “mereka yangmenderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 
akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan 
dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.27 Yang 
dimaksud “mereka” oleh Arif Gosita disini adalah: 
a. Korban orang perorangan atau korban invidual 
(viktimasasiprimair) 
b. Korban yang bukan perorangan, misalnya, suatu badan, 
organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, 
komersial, kolektif (viktimisasi sekunder) adalah keterlibatan 
umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, 
misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-
ketentuan negara (viktimisasi tersier).28 
 
2) Ralph de Sola, mengartikan, korban (victim) adalah: 
 “… person whohas injured mental or physical suffering, loss of 
property or death resulting from an actual or attempted criminal 
offense committed by another…” (orang yang menderita secara 
fisik dan mental, kehilangan harta benda atau kematian akibat 
dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain) 
 
3) Menurut Cohen, korban adalah: 
 “… whose pain and suffering havebeen neglected by the state 
while it spends immense resources to hunt down and punish 
the offender who responsible for that pain and suffering” 
29(Korban adalah rasa sakit dan penderitaan yang telah 
diabaikan oleh negara, sementara itu menghabiskan sumber 
daya besar untuk menghukum pelaku yang bertanggungjawab 
terhadap rasa sakit dan penderitaan tersebut). 
 
4) Zvonimir Paul Separovic, mengartikan korban sebagai: 
 “..thoseperson who are threatened, injured or destroyed by an 
act or omission of another (man, structure, organization, or 
institution) and consequently; a victim would be anyone who 
has suffered from or been threatened by a punishable act (not 
only criminal act but also other punishable acts as 
misdemeanors, economic offences, non fulfillment of work 
                                                          
27 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), Bhuana Ilmu Populer, 
Jakarta, 2004, ( Selanjutnya disebut Arif Gosita III ) h. 96.  
28Ibid, h. 101.  
29 Romli Atmasasmita, Masalah Santunan terhadap Korban Kejahatan, (Majalah Hukum 
Nasional Departemen Kehakiman), 1992, h. 9.  
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duties) or from an accidents. Suffering mat be caused by 
another man or another structure, where people are also 
involved”.30(.... orang yang terancam, terluka atau hancur oleh 
orang lain dengan berbuat atau tidak berbuat (maksudnya, 
struktur, organisasi atau institusi) dan akibatnya; korban bisa 
siapa saja yang telah menderita atau diancam karena adanya 
perbuatan pidana (bukan hanya perbuatan pidana tetapi juga 
perbuatan lainnya yang diancam dengan hukuman 
ringan/tindakan pelanggaran ringan, pelanggaran ekonomi, 
tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan) atau 
kecelakaan. Penderitaan dapat disebabkan oleh orang lain atau 
struktur lain, dimana orang juga terlibat 
 
5) Muladi mengartikan korban sebagai: 
orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah 
menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, 
emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-
haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar 
hukum pidana di masing-masing negara, termasuk 
penyalahgunan kekuasaan.31 
 
6) Berdasarkan ketentuan angka I dalam United Nations 
Declaration onthe Basic Principles of Justice for Victims of 
Crime and Abuse of Power, pada tanggal 6 September 1985 
dari Perserikatan Bangsa-BangsaDeklarasi Nomor A/Res/40/34 
Tahun 1985, korban dijelaskan sebagai: 
“Victims means persons who, individually or collectively, have 
suffered harm, including physical or mental injury, emotional 
suffering, economic loss or substantial impairment of their 
fundamental rights, through acts or omission of criminal laws 
operative within Member States, including those laws 
proscribing criminal abuse of power” (Korban adalah orang-
orangbaik secara individual maupun kolektif yang menderita 
kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan 
emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari 
hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang 
berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang 
melarang penyalahgunaan kekuasaan). 
                                                          
30 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Op.Cit., h. 47.  
31 Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif 
Hukum danMasyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 108. 
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Dalam perspektif normatif, pengertian korban dapat pula dilihat 
dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu: “Korban adalah seseorang 
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan 
Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, korban 
adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, 
teror, dan kekerasan dari pihak manapun. 
2. Tipologi Korban  
Tipologi korban kejahatan dapat ditinjau dari berbagai persfektif, 
yaitu:Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban 
yaitu:32 
a. Nonparticipating victims adalah mereka yang 
menyangkal/menolakkejahatan dan penjahat, tetapi tidak turut 
berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan,  
b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang 
mempunyaikarakter tertentu cenderung menjadi korban 
pelanggaran tertentu,  
c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan ataupemicu kejahatan,  
d. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari 
ataumemiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya 
menjadi korban,  
e. False victims adalah mereka menjadi korban karena dirinya 
sendiri. 
                                                          
32 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi, Djambatan, 
2004, Jakarta, h. 124. 
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Von Hentig membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan 
psikologis masing-masing, yaitu33: 
a) The depressed, who are weak and submissive (si depresi, yang 
lemah dan penurut) 
b) The acquasitive, who succumb to confidence games and 
racketeers (si tamak, yang mengalah/pasrah pada permainan 
kepercayaan diri dan pemeras) 
c) The wanton, who seek escapimin forbidden vices (si nakal pada 
perbuatan asusila, yang mencari cara untuk meloloskan diri dari 
perbuatan jahat yang dilarang) 
d) The alonesome and heartbroken, who are susceptible to theft 
and fraud (si kesepian dan patah hati, yang rentan terhadap 
pencurian dan penipuan) 
e) The tormentors, who provoke violence,and (si penyiksa, yang 
memprovokasi kekerasan) 
f) The blocked and fighting, who are unable to take normal 
defensive measures (si penghalang dan yang suka berkelahi, 
yang tidak dapat mengambil langkah-langkah pertahanan yang 
normal) 
 
Ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri, Sthepen 
Scafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk, yaitu: 34 
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan sipelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu dari aspek tanggungjawab sepenuhnya 
berada di pihak korban.  
b. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan 
peranankorban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena 
itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan 
pelaku secara bersama-sama.  
c. Participating victims hakikatnya adalah perbuatan korban yang 
tidak disadari dapat mendorong pelaku kejahatan. Misalnya, 
mengambil uang di bank dalam jumlah besar tanpa 
pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik 
sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. 
d. Biologically weak victims adalah kejahatan disebabkan 
manusia lanjutusia (manula) merupakan potensial korban 
                                                          
33 Rena Yulia, Op., Cit.,  h. 52-53. 
34H. Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 
Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Refika Aditama, Bandung, 
2007, h. 65-66. 
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kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya, 
terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena 
tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak 
berdaya.  
e. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan 
olehmasyarakat bersangkutan seperti para gelandangan 
dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat 
atau masyarakat.  
f. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang 
dilakukan sendiri(korban semu) atau kejahatan tanpa korban. 
Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada 
korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.  
g. Political victims, adalah korban karena lawan politiknya. 
Secarasosiologis, korban ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi 
politik.  
 
Dikaji dari aspek jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat 
langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri, dan tidak langsung (korban 
semu/abstrak) yaitu masyarakat. Terhadap aspek ini maka Sellin dan 
Wofgang mengkalsifikasi secara eksplisit jenis korban sebagai berikut35: 
a. Primary Victimization adalah korban individual. Korban 
merupakanorang per orang atau bukan kelompok 
b. Secondary Victimization. Korban merupakan kelompok seperti 
badanhokum 
c. Tertiary Victimization. Korban merupakan masyarakat luas, 
d. Mutual Victimization. Korban merupakan pelaku, misalnya 
pelacuran,perzinahan, narkotika, dan lain-lain 
e. No Victimization. Korban tidak segera dapat diketahui, 
misalnyakonsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu 
hasil produksi.  
 
3. Hak-hak Korban 
Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu 
korban mempunyai hak-hak yang dapat diperolehnya sebagai korban. 
Adapun hak-hak korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak 
                                                          
35 Lilik Mulyadi, Op.Cit., h. 120. 
23 
atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan). Hak atas pemulihan 
yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik materiil 
maupun non materiil bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. 
Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrument-instrumen hak 
asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi 
komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan 
regional hak asasi manusia.36 
Menurut Arif Gosita, hak-hak korban mencakup:37 
a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian 
ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan 
memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan 
pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delinkuensi 
tersebut 
b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi 
restitusi karena tidak memerlukannya) 
c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila 
pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut 
d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi 
e. Mendapat hak miliknya kembali 
f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila 
melapor dan menjadi saksi 
g. Mendapat bantuan penasihat hukum,  
h. Mempergunakan upaya hukum (rechtmidden).  
 
Menurut Mardjono Reksodiputro, secara teoritis hak-hak korban 
dapat dibedakan dalam dua kategori besar, yaitu terlibat dalam 
penuntutan terhadap pelaku, dan korban meminta kompensasi atau 
restitusi. Dalam hal pertama, Indonesia mengenal konsep delik aduan, 
yang berarti bahwa penyidikan dan penuntutan hanya dapat berlangsung 
apabila korban secara resmi telah mengadukan peristiwa kejahatan yang 
                                                          
36 Theo Van Boven, Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, 
Kompensasi, Dan Rehabilitasi, ELSAM, 2004,h. 15. 
37 Arif Gosita II, Op.Cit., h. 53.  
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dialaminya. Korban juga mempunyai hak untuk mencabut pengaduannya. 
Disini hak korban terlihat kuat sekali, dia dapat “memberi wewenang” atau 
“mencabut wewenang” negara untuk memproses suatu peristiwa melalui 
sistem peradilan pidana. Masih dalam kaitan ini adalah juga hak korban 
untuk mempertanyakan penghentian penyidikan melalui lembaga pra 
peradilan (hak ini terdapat dalam KUHAP). Dalam kategori kedua adalah 
hak korban untuk menuntut restitusi dan/atau kompensasi. Restitusi 
dituntut kepada pelaku kejahatan, sedangkan kompensasi dimintakan dari 
negara (pemerintah).38 Setiap korban pelanggaran HAM mempunyai hak, 
yaitu: hak untuk tahu (rights to know), hak atas keadilan (rights to justice), 
dan hak atas keadilan pemulihan (rights to reparation).Hak atas pemulihan 
terhadap korban berupa39 
a. Hak atas kompensasi,  
b. Hak atas restitusi,  
c. Hak atas rehabilitasi.  
4. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan  
Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa pada 
umumnya kejahatan menimbukan korban. Dengan demikian, korban 
                                                          
38 Mardjono Reksodiputro, Selayang Pandang Pemikiran tentang Kriminologi(Makalah 
Pengajak Diskusi). Disampaikan dalam rangka StudiumGenerale di Departemen 
Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, diJakarta tanggal 8 September 2009.h. 9-10 
dikutip dalam Zulkifli,Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia Yang Berat, tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2011 
39 Pasal 1 PP No. 3 Tahun 2002, menjelaskan tentang maksud kompensasi, restitusi dan 
rehabilitasi sebagai berikut: “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh 
negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang 
menjadi tanggungjawabnya. ”Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada 
korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian 
harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau 
penggantian biaya untuk tindakan tertentu.“Rehabilitasi adalah pemulihan pada 
kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.”  
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adalah partisipasi utama, meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan 
tanpa korban “crime without victim”, misalnya penyalahgunaan obat 
terlarang, perjudian, aborsi. Akan tetapi kejahatan yang tidak 
menimbulkan korban tersebut dapat diartikan tetap menimbulkan korban 
yaitu korban menyatu sebagai pelaku.40Pihak korban yang mempunyai 
status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, 
memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya 
kejahatan tersebut. Pelaksanaan peran korban dipengaruhi oleh situasi 
dan kondisi tertentu, baik langsung atau tidak langsung. Pengaruh 
tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban.41Hentig beranggapan 
bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah: 
a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk 
terjadi 
b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban 
untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, 
c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan 
kerjasama antara si pelaku dan si korban 
d. Kerugian akibat tindakan kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila 
tidak ada provokasi dari si korban.42 
 
Peranan korban kejahatan antara lain berhubungan dengan apa 
yang dilakukan pihak korban. Peranan korban ini mempunyai akibat dan 
pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. 
Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional 
bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan 
                                                          
40 Chaerudin & Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Persfektif Viktimologi & Hukum 
Pidana Islam, Grhadika Press, Jakarta, 2004, h. 11. 
41 Arif Gosita II, Op.Cit., h. 103. 
42 J.E. Sahetapy, Op.Cit., h. 89. 
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bertanggungjawab.43 Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar 
atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau 
bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara aktif atau pasif, 
dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada 
situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Perlu 
peranan korban dihubungkan dengan set peranan korban, yaitu: sejumlah 
peranan yang berkaitan, interdipenden dan komplementer.44 
Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan 
memainkan berbagai peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, 
dalam kenyataan, tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan 
yang dimainkan pihak korban.45 Benjamin Mendelsohn membedakan lima 
macam korban berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu46: 
a. Korban yang sama sekali tidak bersalah 
b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya,  
c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku,  
d. Korban yang lebih bersalah dari pada pelaku,  
e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah.  
 
Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku 
untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban 
sendiri tidak dapat melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela 
untuk menjadi korban. Situasi atau kondisi yang ada pada dirinyalah yang 
merangsang atau mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan, 
karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat 
                                                          
43 Arif Gosita II, Op.Cit., h.103-104. 
44Ibid.  
45Ibid. 
46 Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., h. 74-79.  
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hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain 
berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban.47 
Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula 
mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat 
sikap dan tindakannya. Dalam hal ini, antara pihak korban dan pelaku 
tidak ada hubungan sebelumnya. Misalnya, pihak korban bersikap dan 
bertindak lalai terhadap harta miliknya (meletakkan atau membawa 
barang berharga, tanpa mengusahakan pengamanannya) sehingga 
memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa 
izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku pihak korban, sehingga 
menimbulkan kebencian, kemuakan dan tindakan tertentu yang merugikan 
pihak pelaku.  
Dapat pula karena pihak korban berada di daerah rawan atau 
bertugas di bidang keamanan, pihak korban memungkinkan atau 
memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan kejahatan.48Dilihat 
dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer 
mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu:49 
a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap 
menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.  
b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu 
yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk 
tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam 
terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku 
dan korban.  
c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi 
korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau 
                                                          
47 Arif Gosita II, Op.Cit., h. 105. 
48Ibid. 
49 Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, Op.Cit., h. 50.  
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mental, orang miskin, golongan minotitas dan sebagainya 
merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban 
dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang 
harus bertanggungjawab.  
d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang 
dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, 
perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong 
kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban 
karena ia juga sebagai pelaku. Peranan korban akan 
menentukan hak untuk memperoleh jumlah restitusi, tergantung 
pada tingkat peranannya terhadap terjadinya tindak pidana yang 
bersangkutan, demikian juga dalam proses peradilan pidana.  
 
Antara pihak korban dan pelaku mungkin sudah pernah ada 
hubungan sebelumnya. Hubungan bisa terjadi karena saling mengenal, 
mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama di suatu tempat atau 
daerah, atau karena kegiatan bersama. Hubungan ini tidak perlu 
berlangsung terus menerus, tidak juga harus secara langsung.50 Dalam 
hubungan ini situasi dan kondisi pihak korban serta pihak pelaku adalah 
sedemikian rupa sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban 
untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi 
serta rasionalisasi tertentu (bahkan kadang-kadang melegitimasi tindakan 
jahatnya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut).51 
Keterkaitan antara pihak pelaku dan korban kejahatan nampaknya 
dipengaruhi oleh perkembangan aliran kriminologis modern yang melihat 
pelaku kejahatan tidak lagi sebagai pelanggar hukum semata-mata, begitu 
pula halnya dengan korban. Menurut Drapkin, kecenderungan pelaku 
kejahatan atau pelanggar hukum dianggap sebagai korban dari 
tindakannya, dan korban dianggap sebagai pelaku dari pelanggaran yang 
                                                          
50Arif Gosita II, Loc.Cit. 
51Ibid. h. 106. 
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mengorbankan dirinya.52 
Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interrelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban 
kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif atau 
pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang 
penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan 
sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-
masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan 
fungsional.87 
5. Perlindungan kepada Korban 
Memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu 
perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat yang berbunyi, “.....melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.......”. Dalam Pasal 
28 D ayat (1) UUD 1945 juga mengatur bahwa: “Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum”.Selama ini pengaturan 
perlindungan korban khususnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia 
belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief, 
dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan 
                                                          
52 Chaerudin & Syarif Fadillah, Op.Cit., h. 12.  
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korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau 
“perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana 
dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah 
ada perlindungan in abstracto (secara langsung) terhadap kepentingan 
hukum dan hak asasi korban. 53Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa 
pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: 
a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak 
menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau 
kepentingan hukum seseorang).  
b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh 
jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang 
yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan 
“penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa 
pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan 
batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti kerugian 
(restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), 
dan sebagainya.54 
 
Meskipun demikian, secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah mengakui pentingnya aspek 
perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam 
Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik 
dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak 
mana pun. 
Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang di atas, 
maka terbentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
                                                          
53 Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana, 
(Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), h.16-17. 
54 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 
dalamPenanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, h. 61. 
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Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi, sebagai amanat dari 
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan: 
a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari 
ancaman, ganguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.  
b. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat 
keamanan secara cuma-cuma.  
c. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban 
dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  
Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 
meliputi: 
a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari 
ancaman fisik dan mental 
b. Perahasiaan identitas korban dan saksi 
c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang 
pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.  
Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada 
konsideran dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan: 
a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan 
pidana adalah keterangan saksi dan/korban yang mendengar, 
melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana 
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dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak 
pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana 
b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan 
kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 
tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat 
menghadirkan saksi dan/korban disebabkan adanya ancaman, 
baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan 
perlindungan bagi saksi dan/korban yang sangat penting 
keberadaannya dalam proses peradilan pidana.  
Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan 
secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga 
internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian 
yang serius.55 Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh 
perhatian serius, dapat dilihat dalam Declaration of Basic Principles of 
Justice for Victimsof Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB),sebagai hasil dari The Seventh United Nation 
Conggres on the Preventionof Crime and the Treatment of Offenders, 
yang berlangsung di Milan,Italia, Sepetember 1985. Dalam salah satu 
rekomendasinya disebutkan: 
“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, 
where appropriate, make fair restitution to victims, their families or 
dependents. Such restitution should include the return of property 
or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of 
expenses incurred as a result of the victimization, the provision of 
services and the restoration of rights”.(Pelaku atau mereka yang 
                                                          
55 Dikdik M. Arief & Mansur-Elisatris Gultom, Op.Cit., h. 23. 
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bertangung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus 
memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. 
Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti 
kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang 
telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang 
merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk 
pelayanan dan pemenuhan atas hak). 
 
Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power Disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 
1985(resolusi 40/34) atas rekomendasi Konggres ke-7, menyatakan 
perlindungan korban antara lain dalam wujud sebagai berikut: 
a. Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa 
hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera 
menuntut ganti kerugian. Mekanisme hukum dan 
administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk 
memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti kerugian 
b. Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran 
mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam 
penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan 
korban kejahatan, harus selalu ditampilkan dan disampaikan 
pada setiap tingkatan proses. Jika ganti kerugian yang 
menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku dalam kasus-
kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara 
berkewajiban memberi ganti kerugian kepada korban kejahatan 
atau keluarganya 
c. Korban kejahatan harus menerima ganti kerugian dari pelaku 
kejahatan atau keluarganya.56 
 
Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang 
diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban 
kejahatan (victims of crime), tetapi juga perlindungan terhadap korban 
akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Hal ini menunjukkan 
bahwa perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang serius 
tidak hanya dari masing-masing negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB 
                                                          
56 Kunarto, PBB dan Pencegahan Kejahatan, Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia 
dalamPenegakan Hukum, Cipta Manunggal, 1996, Jakarta, h. 107. 
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memberi perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, 
sehingga korban bisa mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah 
dideritanya. 
Ada beberapa argumen dan justifikasi mengapa korban kejahatan 
memerlukan beberapa perlindungan. Mardjono Reksodiputro 
menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa 
korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu: 
a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberikan 
perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan 
(offender-centered) 
b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk 
memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik 
kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini 
dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (victims 
surveys) 
c. Makin disadari bahwa disamping korban kejahatan 
konvensional (kejahatan-jalanan; street crime) tidak kurang 
pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan 
non-konvensional (antara lain kejahatan korporasi dan 
kejahatan kerah-putih) maupun korban-korban dari 
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of economic powerand/or 
public power).  
 
Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya 
menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, 
dikemukakan Muladi bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena; 
pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem 
kepercayaanyang melembaga (system of institutionalized trust). 
Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di 
dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan 
dan sebagainya. Kedua, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas 
sosial karena negaraboleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial 
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terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. 
Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus 
memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan 
maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang biasa 
dikaitkan dengan salah satu tujuanpemidanaan, yaitu penyelesaian 
konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak 
pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat.57 
Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, 
terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal 
ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum 
harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun 
hukum pelaksanaan pidana.58 Adapun asas-asas yang dimaksud adalah 
sebagai berikut:59 
a. Asas manfaat 
Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi 
tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi 
korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat 
secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak 
pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat. 
 
                                                          
57 Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat 
dalamKumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, 
BadanPenerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 172. 
58 Arif Gosita II,Op.Cit., h. 50. 
59 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Op.Cit., h. 164. 
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b. Asas keadilan 
Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi 
korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi 
pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku 
kejahatan. 
c. Asas keseimbangan 
Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan 
perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk 
memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu 
menuju pada keadaan yang semula (restitutio in integrum), asas 
keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya 
pemulihan hak-hak korban. 
d. Asas kepastian hokum 
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi 
aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-
tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada 
korban kejahatan. 
 
C. Tindak Pidana Penganiayaan  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, 
perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” berasal 
dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, 
dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut 
delict kadang-kadang juga memakai istilah strafbaar feit. Dalam Kamus 
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Besar Bahasa Indonesia,60 arti delik diberi batasan sebagai 
berikut:Menurut Pompe,61 perkataan stafbaar feit itu secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai : 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertreding 
(verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en 
waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts 
orde en de behartiging van het algemeen welzjin. 
 
Sedangkan Van Hamel62 menguraikan tindak pidana (straafbaar 
felt) itu sebagai :Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, 
melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan 
dapat dicela karena kesalahan (en aan schuld te witjen).E. Utrecht 63 
memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa 
(feit) dari sudut hukum pidana. Namun Moeljatno64  menolak istilah 
peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang 
konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, 
misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, 
tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. 
Moeljatno65 sendiri memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata 
“delik”. Menurut beliau, kata “tindak “ lebih sempit cakupannya daripada 
                                                          
60 Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 
7. 
61 P.A.F, Lamintang, 2011. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, PT. Citra 
Aditya Bakti, 2011, h.182 
62 Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta, Sinar Grafika, h.225 
63 Marpaung, Loc.Cit 
64 Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Bandung, 1994, h.86. 
65 Marpaung. Loc.Cit 
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“perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak 
seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.Zainal 
Abidin66 mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan criminal”, karena 
“perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, 
karena dua kata benda bersambung yaitu “perbuatan” dan “pidana”, 
sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia 
tidak sama istilahnya dengan istilah Moeljatno, tetapi keduanya rupanya 
dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) 
atau “handlung” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata 
“feit” dalam bahasa Belanda itu. 
Zainal Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah 
padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. 
Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah 
“delik” di samping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping 
memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitu pula 
Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah “delik” juga memakai istilah 
“delik”.Di Negeri Belanda dipakai istilah feit dengan alasan bahwa istilah 
itu tidak meliputi hanya perbuatan (handelen), tetapi juga pengabaian 
(nelaten). Pemakaian istilah feit  pun di sana oleh Van Der Hoeven, 
karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan feit itu. Senada 
dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah strafwaardig feit (strafwaardig 
artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan 
istilah delict kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “strafbaar feit” 
                                                          
66 Hamzah. Op.Cit. h. 87. 
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itu telah bisa dipakai. Vos67  merumuskan delik itu sebagai “Suatu 
kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi 
pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan 
diancam dengan pidana.” 
Simons68  memberikan defenisi lebih lanjut mengenai delik dalam 
arti strafbaar feit sebagai berikut: 
Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja ataupun tidak sengaja olehseseorang yang 
tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang 
dapat dihukum. 
 
Van Hattum69 mengatakan: 
Oleh karena dengan perkataan “ stafbaar feit ” itu seolah-olah 
orang yang dapat dihukum telah ditiadakan, maka biasanya pada 
waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur- unsurnya , 
orang terpaku pada unsur- unsur delik seperti yang dirumuskan di 
dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain 
syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun 
juga disebut  “bijikomende voorwaarden voor de strafbaarheid”, 
termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari 
pelakunya itu sendiri. 
 
Pengertian tindak pidana menurut Faried70 mengatakan bahwa: 
“Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum 
yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan”. Menurut Van Hattum, semua syarat yang harus 
terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga 
                                                          
67Ibid, h. 88. 
68 Marpaung. Op.Cit. h. 8. 
69 Lamintang, Op.Cit. h. 185. 
70 Faried, Zainal Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik, 
Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1983, h. 33. 
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dianggap sebagai unsur-unsur delik. 
Syarat- syarat pokok dari suatu delik itu adalah : 
a. dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam 
rumusan delik; 
b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya; 
c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan 
sengaja, dan  
d. pelaku tersebut dapat dihukum 
2. Pengertian Penganiayaan 
Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan 
terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan 
hukum. Mengenai pengertian penganiayaan ini, Penulis akan 
menguraikan sebagai berikut: 
a. Penganiayaan menurut tata Bahasa 
Penganiyaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan 
bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia yang merumuskan bahwa penganiyaan berasal dari 
kata aniaya yang berarti melakukan perbuatan sewenang-
wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. 
Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka penganiayaan 
dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan 
orang lain menderita atau merasakan sakit71 
 
                                                          
71 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka: 
Jakarta.1987,h. 481. 
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b. Penganiayaan menurut para pakar 
 Menurut M. H. Tirtaatmidjaja dikutip dalam Leden 
Marpaung72, menyatakan bahwa penganiayaan adalah 
sebagai berikut:Menganiaya ialah dengan sengaja 
menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi 
suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada 
orang lain tidaklah dianggap sebagai penganiayaan kalau 
perbuatan itu bertujuan untuk menambah kesehatan badan. 
 menurut R. Soesilo,73 memberikan penjelasan pengertian 
penganiayaan sebagai berikut:Perasaan tidak enak 
misalnya mendorong terjun jatuh sekali sehingga basah, 
rasa sakit misalnya mencubit, memukul, dan merampas. 
Luka misalnya mengiris, memotong, merusak dengan pisau 
dan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan 
berkeringat dibukakan kamarnya sehingga menyebabkan ia 
masuk angin, kesemua ini harus dilakukan dengan sengaja 
dan tidak ada maksud yang patut atau melewati batas yang 
diizinkan. 
 menurut  Andi  Hamzah,74mengemukakanbahwa: Dengan 
sengaja merusak kesehatan orang. Kalau demikian, maka 
penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. 
                                                          
72 Leden Marpaung,Op. Cit, h. 5. 
73 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea: Bogor, 1996. h 245. 
74 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu ( Speciale Delicten) di Dalam KUHP. Sinar Grafika: 
Jakarta, 2009, h. 69. 
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Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh 
termasuk dalam pengertian ini. Penganiayaan bisa berupa 
pemukulan, penjebakan, pengirisan, membiarkan anak 
kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat. 
3. Unsur-Unsur tindak Pidana Penganiayaan 
Menurut Pompe dalam kutipan Poernomo75 menyebutkan bahwa, 
ada tiga elemen suatu delik yaitu: a. unsur melawan hukum, b. unsur 
kesalahan, dan c. unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, 
pihak lain atau masyarakat pada umumnya.Perbuatan dikategorikan 
sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur76 sebagai berikut: 
1. Harus ada perbuatan manusia; 
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
4. Dapat dipertanggungjawabkan 
 
Sedangkan menurut Moeljatno77 menyatakan bahwa: 
1. Kelakuan dan akibat 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
4. Unsur melawan hukum yang objektif 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif 
 
Selanjutnya menurut SatochidKartanegara78 mengemukakan 
bahwa: Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 
 
                                                          
75 Poernomo, Kriminologi Suatu Pengantar, Arena Ilmu. Bandung, 1981, h. 99. 
76Ibid, h. 184. 
77 Djoko Prakoso, Hukum penitensier di Indonesia. Liberty, Jakarta, 1988, h. 104. 
78 Marpaung. Op.Cit, h.10. 
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1. suatu tindakan; 
2. suatu akibat dan; 
3. keadaan (omstandigheid) 
 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan yang 
dapat berupa : 
1. Kemampuan ( toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
 
Sedangkan menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua 
macam yaitu79: 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) 
yang dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara 
lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 
Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan 
Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa 
"perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang 
dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan 
mengambil. 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh 
unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat 
yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan 
merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 
338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana 
misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan 
diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa 
matinya orang. 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang 
berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. 
                                                          
79 Tongat, Hukum Pidana Materii, UMM Press, Malang, 2002, h. 3-5. 
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Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur 
objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum. 
 
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku 
(dader) yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 
terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan 
bertanggungjawab). 
b. Kesalahan (schuld) 
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila 
dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu : 
1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia 
dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga 
mengerti akan nilai perbuatannya itu. 
2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia 
dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia 
lakukan. 
3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang. 
 
Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan 
adalah dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Pada rumusan 
pasal-pasal tersebut, dapat ditemui kalimat-kalimat seperti barangsiapa, 
luka berat, merusak kesehatan, menjadikan sakit dan berhalangan untuk 
melaksanakan jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan rumusan pasal-pasal 
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana 
penganiayaan adalah sebagai berikut: 
a. Unsur obyektif, yaitu: 
1) Unsur barangsiapa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah 
orang yang melakukan perbuatan penganiayaan, yang mana 
terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana 
penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan. 
2) Unsur menjadikan sakit, halangan melakukan jabatan atau 
pekerjaan, unsur menjadikan/menyebabkan luka-luka berat atau 
luka parah, unsur merusak kesehatan, dan unsur menyebabkan 
kematian (bukan sebagai maksud dan tujuan). Unsur-unsur 
tersebut harus merupakan sebagai tujuan yang ditujukan 




b. Unsur subyektif, yaitu: 
Unsur dengan sengaja, pengertian sengaja menurut ilmu hukum 
dibagi atas 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut: 
1) Sengaja sebagai maksud, yaitu adanya kehendak untuk 
melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang dimaksud. 
2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, yaitu mengetahui 
dengan pasti atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksud, 
akan terjadi suatu akibat lain. 
3) Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan, yaitu bahwa 
seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk 
menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku 
menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga 
dilarang dan diancam oleh undang-undang. 
 
Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan 
mempunyai unsur sebagai berikut: 
a) Adanya kesengajaan 
b) Adanya perbuatan, dan 
c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu: 
1) Rasa sakit pada tubuh, dan 
2) Luka pada tubuh. 
Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur 
kedua dan ketiga berupa unsur objektif. 
4. Jenis-Jenis Penganiayaan 
Berdasarkan Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak 
pidana penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 




a. Penganiayaan biasa 
Jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: 
1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah). 
2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah 
dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun. 
3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum 
penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 
4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang 
dengan sengaja. 
5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
b. Penganiayaan ringan 
Jenis penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, 
yangrumusannya sebagai berikut: 
1) Selain daripada apa yang tersebut dalam pasal 353 KUHP dan 
356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit 
atau halangan untuk tidak melakukan jabatan atau pekerjaan 
sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-
lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
4500,- (empat ribu lima ratus rupiah. Hukuman ini boleh 
ditambah dengan sepertiga, bila kejahatan itu dilakukan 
terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah 
perintahnya. 
2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu 
Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini 
diaturdalam Pasal 353 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: 
1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih 
dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. 
2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum 
penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 
3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum 




d. Penganiayaan berat 
Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, 
yangrumusannya sebagai berikut: 
1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum 
karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-
lamanya 8 (delapan) tahun. 
2) Jika perbuatan menjadikan kematian orangnya, si tersalah 
dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun. 
 
e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu 
Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur 
dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: 
1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan 
terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamnaya 12 (dua 
belas) tahun. 
2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah 









A. Lokasi Penelitian  
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam 
penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di SMKN 2 
Makassar dan Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Pengumpulan data 
dan informasi akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai 
data yang sesuai dengan objek yang diteliti.  
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan 
sumber data yang diperlukan adalah:  
1. Jenis Data  
a. Data Primer  
Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian 
lapangan dengan melakukan wawancara terhadap 
responden yang dianggap mengetahui masalah yang 
dibahas, yaitu pihak korban dan kepolisian. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian 
literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas. Adapun sumber-sumbernya yaitu buku-buku, 
majalah, serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas.  
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2. Sumber Data  
a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber 
data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari 
para penegak hukum yang menangani kasus ini.  
b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library research), yaitu 
sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa 
literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung 
Penulisan ini.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data adalah 
sebagai berikut:  
1. Untuk jenis data primer, Penulis melakukan pengumpulan data 
dengan metode interview atau wawancara terhadap korban dan 
pihak kepolisian guna memperoleh data dan informasi yang akurat 
yang berkaitan dengan pembahasan ini.  
2. Untuk data sekunder, Penulis melakukan penelitian kepustakaan 
untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan 
Penulisan ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan antara lain bersumber dari:  
a. Buku-buku, majalah, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan 
dengan objek penelitian.  
b. Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi 
internasional yang berhubungan dengan objek penelitian.  
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D. Teknik Analisis Data 
Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti 
yang telah diuraikan di atas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya 
tulis (skripsi) yang terpadu dan sistematis, digunakan suatu sistem analisis 
data yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara 
menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai 
masalah penganiayaan guru oleh orang tua murid di lingkungan sekolah. 
Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 Dalam peristiwa perkara pidana khususnya penganiayaan, menjadi 
hal yang pasti, bahwa terjadi suatu hubungan antara pelaku dan korban 
kejahatan pidana, dimana peristiwa tersebut terikat oleh prinsip-prinsip 
sebab akibat. kejahatan pidana di artikan sebagai sebuah akibat hukum 
yang meniscayakan adanya sebab kejahatan tersebut, dalam sebuah 
kejadian pidana sebab-sebab terjadianya sebuah kejahatan bisa terjadi 
bukan hanya karena pelaku kejahatan menginginkan peristiwa itu 
terlaksana, namun bisa juga karna adanya peranan korban dalam 
peristiwa tersebut, ini menjadi hal penting untuk diketahui, sebelum, 
penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Olehnya menjadi 
sebuah kewajiban untuk dilakukanya penelitian atau penyelidikan perkara 
pidana agar sebab-sebab kejahatan pidana tersebut menjadi jelas dengan 
tujuan sanksi yang nantinya akan di berikan mengandung nilai keadilan, 
kemamfaatan dan kepastian, sebagaimana tujuan hukum itu sendiri  
 Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari peran korban sehingga 
terjadinya suatu kejahatan pidana, viktimologi juga merupakan instrument 
hukum yang digunakan untuk mewujudkan tujuan hukum, karenanya 
dalam sudut pandang viktimologi korban dapat diartkan sebagai salah 
satu sebab sehingga sebuah kejahatan terjadi padanaya khususnya 
kejahatan penganiayaan. Pada pandangan masyarakat awam, ketika 
melihat suatu kejahatan pidana akan mengatakan bahwa kejahatan 
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pidana tersebut merupakan kesalahan mutlak dari pelaku kejahatan serta 
melupakan apa-apa saja yang menjadi sebab pelaku kejahatan 
melakukan perbuatan pidana atau masyarakat awam tidak sedikitpun 
mempertanyakan adakah peran korban terhadap kejahatan penganiayaan 
yang terjadi sehingga kita harus dengan tegas mengatakan bahwa 
kejahatan tersebuat terjadi bisa juga karna adanya peran sebagai sebab 
penting dalam terjadinya sebuah penganiayaan  
 Penganiayaan adalah salah satu kejahatan pidana dari sekian 
banyaknya bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP).  Tujuan hukum pidana adalah penerapan 
kebenaran materil kejahatan pidana. Dalam mencari kebenaran materiil 
dengan cara menganalisa korban kejahatan, ini  merupakan harapan baru 
sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam 
keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. 
Walaupun sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena 
hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan. Setidak-tidaknya 
dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah 
kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi maka 
mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (victim) 
dalam timbulnya suatu kejahatan. 
 Penganiayaan adalah sebuah kejahatan pidana dan kejahatan 
penganiayaan bukanlah sebuah masalah sederhana, banyak hal yang 
menyebabkan sehingga terjadinya sebuah kejahatan penganiayaan 
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secara sederhana fakor-fakor sehingga seseorang melakukan kejahatan 
penganiayaan dapat dibagi menjadi: 
a) Penyakit Parah atau Gangguan Mental 
Kehidupan masyarakat yang penuh persaingan hidup oleh karena 
kebutuhan hidup yang terus bertambah menjadi salah satu 
penyebab utama tumbuhnya tingkah laku yang menyimpang 
(abnormal). Tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat 
hubungannya dengan keadaan jiwa individu yang membuat 
orangtua dapat mengalami keadaan emosi yang tidak  dapat 
terkontrol dengan baik sehingga jika terjadi pemicu kecendrungan 
yang nanti akan terjadi dapat membuat individu melakukan 
perbuatan kejahatan penganiayaan sebagai bentuk ungkapan 
emosi. Oleh sebab itu masalah gangguan jiwa ini sudah merupakan 
suatu hal yang serius karena telah menjadi penyebab terjadinya 
perbuatan kejahatan atau perbuatan abnormal.  
b) Personality Disorders (Gangguan Kepribadian)  
Personality Disorders (Gangguan Kepribadian) secara umum dibagi 
menjadi 3 
1) Deliquen Personality (Kepribadian Nakal), hal ini disebabkan 
oleh kemunduran mental karena kebiasaan dan karena kondisi 
mental terganggu. Ini merupakan tingkah laku asosial, karena 
kurang sosialisasi, mereka memberontak. 
2) Multiple Personality atau Split Personality (Kepribadian 
Terpecah atau Ganda), ini adalah kondisi patologis dengan 
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kepribadian pecah. Masing-masing pribadi menjadi otonom, 
berdiri sendiri secara berdampingan atau muncul bergantian. 
3) Psychopatic Personality (Kepribadian Psikopatik), Orang yang 
tidak ada pertimbangan moral sehingga berbuat apa saja, 
bersifat memberontak, juga asosial dan tidak memiliki harga diri. 
c) Psikoneurosa (Neurosa, Neurosis) 
Ketegangan pribadi yang terus menerus akibat adanya konflik 
dalam diri orang bersangkutan dan terjadi terus menerus orang 
tersebut tidak dapat mengatasi konfliknya, ketegangannya tidak 
mereda akhirnya neurosis (suatu kelainan mental dengan 
kepribadian terganggu yang ringan seperti cemas yang kronis, 
hambatan emosi, sukar tidur, kurang perhatian terhadap lingkungan 
dan kurang memiliki energi). Psikoneurosa adalah sekelompok 
reaksi psikis dengan adanya ciri khas yaitu kecemasan, dan secara 
tidak sadar ditampilkan keluar dalam pelbagai bentuk tingkah laku 
dengan jalan menggunakan mekanisme pertahanan diri ( defence 
mechanism). 
d) Histeria, gangguan yang ditandai oleh emosi yang ekstrim, 
mencakup macam – macam fungsi, sensoris, alat pencernaan 
sebagai produk dari berbagai macam konflik dalam kehidupannya. 
e) Psikastenia, ditandai dengan adanya reaksi – reaksi kecemasan, 
dibarengi kompulsi, obsesi, phobia. Kompulsi merupakan keinginan 
yang tidak dapat dicegah untuk melakukan suatu perbuatan, tidak 
dapat dikontrol, tidak dapat dikendalikan dan sewaktu – waktu 
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melakukan pertentangan dengan kemauan yang disadari. Obsesi 
merupakan ide – ide atau perasaan yang kuat dan terus menerus 
melekat dalam pikiran dan tidak mau hilang biasanya disertai 
adanya kompulsi. Phobia, merupakan ketakutan atau kecemasan 
yang kuat, tidak rasional dan tidak dapat dikontrol terhadap situasi 
tertentu. 
f) Hipokondria, suatu kecemasan yang berlebihan dan kronis 
terhadap kesehatan diri sendiri. 
Hal ini merupakan gangguan atau penyakit mental yang parah yang 
ditandai dengan adanya disorientasi fikiran, gangguan emosional, 
disorientasi waktu, ruang dan pribadi, halusinasi dan dilusi sehingga 
perilakunya tidak rasional, realistik dan asosial. 
Sehubungan dengan uraian-uraian diatas jika titik tolak peninjauan 
kita dasarkan pada sifat-sifat pelaku dengan memperhatikan beberapa 
peristiwa penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap seseorang, mereka 
melakukan perbuatan-perbuatan demikian karena mengalami kekalutan 
mental yang merupakan manifestasi berbagai kondisi kehidupan.  
A. Peranan Guru Sebagai Korban Penganiayaan Oleh Oknum 
Orang Tua Siswa Di Dalam Lingkungan Sekolah  
Telah banyak sarjana hukum atau ahli kriminologi dan viktimologi 
yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari berbagai faktor, 
baik dari pihak pelaku maupun peranan korban., Dalam menguraikan latar 
belakang penyebab timbulnya korban kejahatan kekerasan fisik terhadap 
guru disekolah, hasil dari wawancara penulis terhadap korban kekerasan 
penganiayaan memberikan gambaran tentang kronologi, tentang sebab 
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terjadinya penganiayaan guru disekolah dan faktor sebab sehingga 
terjadinya penganiayaan itu salah satunya karena adanya peranan 
korban, sehingga pelaku kejahatan melakukan penganiayaan 
terhadapnya. Adapun peranan guru sebagai korban penganiayaan oleh 
oknum orang tua siswa di dalam lingkungan sekolah yaitu80: 
1. Peneguran terhadap siswa disekolah karna tidak menyelesaikan 
pekerjaan rumah (PR) 
2. Pandangan guru bahwa hakikat guru adalah orang tua disekolah 
3. Guru tidak boleh masa bodoh, atau bersikap apatis terhadap siswa 
Berikut analisis penulis terhadap hasil wawancara diatas :  
1. Peneguran terhadap siswa disekolah karna tidak 
menyelasaikan pekerjaan rumah (PR) 
 Pekerjaan rumah (PR) adalah hal biasa yang terjadi di sekolah, 
guru dalam hal memberikan pekerjaan rumah biasanya sebagai bentuk 
evaluasi dari materi pelajaran yang diberikan, dan tugas juga menjadi 
salah satu standar pemberian nilai terhadap siswa, dalam pengerjaan 
tugas yang diberikan guru ada harapan agar murid yang mengerjakan 
tugas tersebut mengerti dengan materi pelajaran sebagai ilmu yang 
nantinya akan bermamfaat bagi muridnya di masa depan kelak. Pekerjaan 
rumah juga adalah bentuk pendidikan guru yang diberikan di luar sekolah 
tujuanya sederhana agar waktu murid tidak habis terbuang dengan hanya 
bermain diluar saja serta pandangan murid diharapkan berubah bahwa 
belajar itu tidak hanya didapatkan di sekolah saja, olehnya dalam hal 
                                                          
80 Hasil wawancara dengan Dasrul guru smk 2 makassar, korban penganiayaan oleh 
oknum orang tua siswa di lingkungan sekolah. Pada tanggal 29 November 2016 
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pemberian tugas, guru mengharapkan adanya perubahan stigma murid, 
bahwa tugas bukanlah sebuah momok dan harus ditakuti karna tugas 
adalah proses pembelajaran bagi murid  
Guru adalah seorang yang terpelajar, cara berpikir guru merupakan 
cara berpikir yang terpelajar, olehnya tugas adalah bentuk praktis 
representasi cara berpikir guru, sederhananya tugas tidak akan diberikan 
kepada murid jika tugas tersebut merupakan hasil dari cara berpikir yang 
tidak terpelajar atau dari cara berpikir yang asal-asalan, disisi lain tugas 
tidak akan diberikan jika tugas tersebut sama sekali tidak memiliki 
mamfaat, tugas mengajarkan siswa di rumah agar dapat memenajemen 
waktunya, serta membuat siswa lebih disiplin  
Namun cara pandang murid dan guru memiliki perbedaan sebagian 
siswa menganggap tugas adalah sebuah musibah bagi mereka, karena 
waktu main mereka di ambil untuk mengerjakan tugas, tugas yang 
diberikan guru kadang tidak dimengerti oleh siswa, tugas terebut pula  
tidak memiliki daya tarik untuk di selesaikan oleh siswa, hasilnya ketika 
waktu pengumpulan pekerjaan rumah, siswa yang tidak mengerjakan 
tugas dapat teguran dari guru yang memberikan tugas, teguran tersebut 
diartikan berbeda oleh siswa, teguran tersebut diartikan sebagai sebuah 
hinaan, sebagai bentuk kedengkian guru terhadapnya, sehingga 
menyebabkan siswa menyimpan dendam, namun karna siswa tidak 
memiliki kekuatan yang kuat untuk langsung meluapkan emosinya pada 
saat itu kepada guru, hal tersebut kemudian dilaporkan kepada orang 
tuanya (Ayah) dengan informasi yang berbeda dengan kenyataan yang 
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terjadi disekolah, laporan dari anak tersebut memancing emosi dan 
membuat orang tuanya marah sehingga melakukan penganiayaan 
terhadap guru yang menegur sebagai bentuk pesan dari anaknya 
2. Pandangan guru bahwa hakikat guru adalah orang tua 
disekolah 
Pandangan bahwa hakekat guru adalah orang tua disekolah 
kadang menjadi alasan guru untuk bertindak keras kepada siswa, Karena 
anggapan ini guru cenderung untuk melakukan sesuatu yang diluar batas 
hak yang diberikan dan melakukan perbuatan yang menyinggung dan 
tidak sedikit banyak menyakiti siswa secara fisik, baik itu caci maki, atau 
hal lainya. Hal ini yang dapat membuat siswa merasa tidak nyaman 
dengan kultur pendidikan saat ini, sehingga alasan rasional apapun yang 
dikatakan guru tidak akan didengar oleh siswa Karena terlanjur 
menyimpan dendam. Pandangan ini terjadi dengan alasan bahwa guru 
adalah seorang yang mengajarkan kebaikan diluar lingkungan internal 
(keluarga), sehingga guru merupakan orang tua kedua siswa, namun 
dalam hal hak ada sesuatu yang menjadi batasan yang tidak boleh 
dilakukan oleh guru terhadap siswa  
Guru juga banyak berperan penting dalam hal pembangunan 
mental siswa, siswa-siswa yang melakukan perbuatan yang buruk justru 
adalah siswa yang sangat membutuhkan bantuan untuk kesadaran 
mental, namun banyak praktek yang terjadi siswa-siswa dengan prilaku 
buruk justru mendapat cacian dan makian yang membuat siswa semakin 
pesimis terhadap hidup karna kurangnya mendapat motivasi yang dapat 
meningkatkan kemauan siswa untuk lebih memfokuskan diri untuk belajar, 
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siswa-siswa dengan label kelakuan buruk yang melekat kepada mereka 
menjadi kurang percaya diri terkait dengan pendidikan, angapan bahwa 
mereka tidak akan bisa berprestasi seperti teman-temannya yang lain 
menjadi sebuah pemahaman bagi mereka.  
Guru sebagai orang tua siswa justru harus membangkitan motivasi 
siswanya dengan pahaman seperti itu bukan justru menyalahkan dengan 
teguran yang nanti dapat disalahkan artikan, waktu seorang anak selain di 
rumah banyak dihabiskan disekolah jika mereka sudah tidak nyaman 
disekolah siapa lagi yang akan memberikan motivasi, pengetahuan 
tentang perkembangan akademik seorang siswa lebih banyak diketahui 
oleh guru dibandingkan dengan orang tua kandung, jika siswa sudah tidak 
memiliki semangat dengan pendidikan, pertanyaan yang berikutnya 
muncul akan jadi apa mereka nanti jika sekarang menyerah dengan 
pendidikan saat ini,  
Pandangan guru sebagai orang tua murid disekolah bukanlah 
sebuah alasan untuk guru melakukan perbuatan yang semena-mena dan 
menyinggung serta merendahkan murid, karena siapapun tidak ada yang 
ingin diperlakuan seperti itu, jika seorang guru hanya peduli sama siswa-
siswa yang berprestasi siapa yang akan peduli terhadap siswa yang 
berprilaku buruk, jika guru merupakan orang tua siswa disekolah muncul 
sebuah pertanyaan, orang tua mana yang tidak perduli terhadap masa 
depan anaknya justru sebaliknya membuat mental seorang anak menjadi 
tidak percaya diri terhadap hidup dan menjadi pesimis dengan lingkungan 
pendidikan yang nanti akan sangat penting bagi siswa dimasa depannya 
kelak 
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3. Guru tidak boleh masa bodoh, atau bersikap apatis terhadap 
siswa 
Sikap apatis jika dilakukan oleh guru disekolah akan sangat 
merugikan bagi siswa, dan sikap seperti ini bukan sikap-sikap dengan 
karakter pendidik, namun sikap tidak boleh apatisnya seorang guru, bukan 
memerintahkan guru harus lebih aktif daripada siswa. Jika seorang siswa 
melakukan perbuatan yang buruk apakah guru harus bersikap apatis 
ketika hal itu terjadi, jika hal itu dilakukan apakah seorang guru masih 
layak dikatakan guru, Karena hal seperti itu tidak mencermikan karakter 
pendidik dalam tingkah lakunya. Namun sikap guru yang tidak boleh masa 
bodoh, diartikan siswa sebagai sesuatu yang terlalu banyak mencampuri 
urusan mereka dan membuat siswa, merasa jengkel dan membenci 
karakter guru seperti ini karena prilaku mereka terkekang untuk 
berekspresi dengan karakter guru yang seperti itu 
Hal-hal yang biasa dilakukan dan disenangi oleh siswa terkadang 
buruk bagi mereka seperti merokok, minum alkohol dan hal lainya, guru 
tidak boleh apatis untuk keadaan seperti ini namun terkadang menjadi 
sebuah dilematis jika guru melakukan hal untuk melarang mereka 
melakukan perbuatan seperti itu, Karena ini melarang apa yang mereka 
senangi, dan ini akan membuat murid-murid dengan prilaku seperti itu jika 
di diberikan penjelasan yang merupakan larangan untuk melakukan 
perbuatan itu akan merasa tidak senang dan membenci orang-orang yang 
melarang apa yang mereka senangi untuk dilakukan. Hal-hal yang 
dilakukan guru adalah untuk kebaikan siswa namun siswa yang dengan 
keadaan emosi tidak stabil degan cara berpikir yang hanya untuk senang-
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senang akan menjadikan nasehat guru menjadi agin lalu yang tidak akan 
terlalu berpengaruh, Karena murid hanya akan menerima nasehat yang 
disukainya saja dan nasehat yang bertentangan dengan kesenagan 
mereka.  
Namun apakah hal ini membuat guru jenuh dan akhirnya bersikap 
apatis hal-hal invotif tetap harus dilakukan, pekerjaan guru memang 
bukanlah hal yang mudah namun bukan berarti menjadi alasan untuk guru 
diam terpaku dan meratapi nasib, sampai akhirnya guru melakukan 
teguran Karena siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) sebagai 
bentuk sikap tidak apatis seorang guru namun hasilnya teguran guru 
menjadikan siswa tersebut marah dan dendam serta melaporkan 
perbuatan guru tersebut kepada orang tuanya hasilnya guru tersebut 
dianiaya oleh orang tua siswa didalam sekolah, tempat dimana hal-hal 
seperti itu tidak pantas dilakukan disekolah dan di pertontokan kepada 
siswa-siswa yang lain. Dengan adanya kejadian ini guru mengalami 
trauma untuk menegur siswa Karena takut akan diperlakukan sama yaitu 
mendapatkan perlakuan yang nantinya dianiaya, hal ini justru akan 
merugikan siswa-siswa yang lain Karena perbuatan satu orang siswa   
Ketiga hal diatas adalah hasil dari wawancara penulis dan 
berdasarkan anilisis penulis ketiga hal inilah yang menjadi peran korban 




B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Guru Sebagai Korban 
Penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di Dalam 
Lingkungan Sekolah 
Guru sebagai korban kejahatan penganiayaan, perlu mendapatkan 
perlindungan hukum mengingat tugas guru sangat penting untuk 
mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Guru yang mengalami penganiayaan akan memberikan efek 
ketakutan bagi guru yang lain dalam hal menjalankan tugasnya, hal 
tersebut pula akan berdanpak negative terhadap siswa, jika siswa yang 
melakukan prilaku buruk kini tidak akan mendapat teguran dari guru justru 
yang akan dirugikan adalah siswa itu sendiri karena akan membuat siswa 
semakin berprilaku menyimpang , dan teguran atas prilaku murid tersebut 
merupakan kewajiban guru, namun kewajiban tersebut susah 
dilaksanakan Karena bayangan akan terjadinya penganiayaan  terhadap 
guru kini menjadi hal yang ditakuti oleh guru 
Namun apakah hal ini akan dibiarkan begitu saja olehnya dari 
proposisi diatas kita wajib memberikan perlindungan hukum terhadap 
guru, agar dalam melaksanakan tugasnya guru tidak lagi mengalami 
ketakutan akan terjadinya penganiayaan terhadap mereka atau kejahatan 
yang lainya.  
Ada hal-hal yang menjadi sebab sehingga terjadinya kasus 
penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di Dalam Lingkungan 
Sekolah dan ketika mengetahui sebab-sebabnya apa upaya-upaya yang 
dilakukan untuk melindungi guru dari peristiwa yang serupa yaitu peristiwa 
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penganiayaan yang akan sangat merugikan siswa, orang tua siswa dan 
guru itu sendiri. 
1 Upaya Sat Bimnas makassar (Satuan Pembinaan Masyarakat) 
dalam kasus Penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di 
Dalam Lingkungan Sekolah81 
Sat Binmas adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf 
polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Binmas dipimpin oleh kepala 
Satuan Pembinaan Masyarakat disingkat Kasat Binmas yang bertanggung 
jawab kepada Kapolres. Upaya yang dilakukan sat bimnas dalam kasus 
penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di Dalam Lingkungan 
Sekolah yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan kesekolah-sekolah 
sebagi bentuk preventif, untuk mencegah agar penganiayaan tidak terjadi 
lagi dilingkungan sekolah, kegiatan ini tidak hanya di ikuti oleh siswa 
namun guru-guru juga ikut untuk mendegar materi terkait sosialisasinya, 
bahwa jika terjadi sebuah permasalahan jalan penyelesaiyannya bukanlah 
dengan cara kekerasan namun bisa degan cara mediasi atau cara hukum, 
dan guru juga dalam hal memberikan teguran terhadap siswa sebaiknya 
menjaga semua potensi yang ada agar teguran tersebut tidak disalah 
artikan, dan berusaha tidak menimbulkan kesan sakit hati kepada siswa 
yang ditegur 
Siswa yang mendapatkan teguran juga harus menyadari bahwa 
teguran tersebut terjadi bukan tanpa alasan namun dikarenakan adanya 
perbuatan yang dilakukan oleh siswa yang pada dasarnya memang 
                                                          
81 Hasil wawancara dengan Burhan di Polrestabes Makassar, pada tanggal 23 November 
2016 
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pantas untuk ditegur, dan teguran tersebut harusnya bisa menjadi 
motivasi untuk tidak dilakukanya lagi perbuatan yang serupa.  
Sosialisasi ini adalah bentuk upaya perlindungan dari kasus 
penganiayaan oleh oknum orang tua siswa di dalam lingkungan sekolah 
untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi lagi. 
2 Upaya Porlestabes (Polisi Resos Kota Besar) Makassar Terkait 
Kasus Penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di Dalam 
Lingkungan Sekolah 
Upaya yang dilakukan porletabes makassar terkait kasus 
penganiayaan oleh oknum orang tua siswa di dalam lingkungan sekolah 
yaitu turun kelokasi penganiayaan dengan cepat agar dapat melindungi 
korban penganiayaan secepat mungkin serta porlestabes makassar 
memproses kejahatan tersebut degan cepat  dengan tujuan memberikan 
pemahaman bahwa untuk masalah hukum tidak ada toleransi bagi 
siapapun yang melakukan kejahatan hukum, serta hukum memberikan 
perlindungan kepada korban dan menghukum pelaku kejahatan 
penganiayaan tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia 
Hasil dari perlindungan hukum tersebut kini memberikan sanksi 
pidana kepada pelaku kejahatan untuk memberika efek jerah terhadap 
pelaku  kejahatan serta memberikan pula efek kepada seluruh orang tua 
siswa jika melakukan kasus penganiayaan yang serupa akan 
mendapatkan sanksi yang sama dengan kasus penganiayaan Oleh 
Oknum Orang Tua Siswa Di Dalam Lingkungan Sekolah seperti yang 
dialami oleh pelaku kejahatan penganiayaan guru arisitektur SMKN 2 
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makassar. Hal ini dilakukan porlestabes makassar selain untuk 
menjalankan fungsi dan tugasnya,  
3 Upaya LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) 
Terkait Kasus Penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di 
Dalam Lingkungan Sekolah 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga mandiri 
yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian 
perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan 
kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK 
dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban 
yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan 
diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan 
pidana. 
Upaya yang dilakukan LPSK yaitu yakni memberikan 
pendampingan fisik saat mengikuti persidangan, dengan harapan rasa 
aman dan nyaman pada korban membuatnya dapat mengungkap tindak 
pidana yang dialami secara tenang, runut, dan jelas di persidangan. 
Selain memberikan pendampingan fisik, LPSK juga memberikan beberapa 
layanan pemenuhan hak korban. Diantaranya pemberian rehabilitasi 
medis kepada korban. Ini dimaksudkan agar trauma medis pada korban 
bisa dipulihkan dengan cepat dan semaksimal mungkin.  
Selain memberikan perlindugan kepada korban LPSK juga 
memberikan perlindungan kepada salah seorang siswa yang menyaksikan 
peristiwa pidana ini agar siswa ini tidak mengalami ketakutan ketika 
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mengungkapkan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada guru SMKN 2 
Makassar, mengingat sikologi anak belum yang masih rentan dan dapat 
menimbulakan trauma. 
Berdasarkan pembahasan diatas, Penulis menyimpulkan bahwa 
upaya pemberian perlindungan hukum terhadap guru telah terlaksana 
dengan baik karena telah sesuai dengan peraturan yang ada tanpa 
sedikitpun melukai hak guru sebagai korban untuk mendapatkan 







1. Dalam kasus penganiayaan guru oleh oknum orang tua siswa di 
sekolah yaitu adanya suatu tindakan dari korban yang menjadi 
penyebab korban memiliki peran sehingga terjadinya penganiayaan 
yang dialaminya adapun peranan korban dalam kasus 
penganiayaan oleh oknum orang tua siswa yaitu peneguran 
terhadap siswa disekolah karna tidak menyelasaikan pekerjaan 
rumah (PR), Pandangan guru bahwa hakikat guru adalah orang tua 
disekolah, Guru tidak boleh masa bodoh, atau bersikap apatis 
terhadap siswa sehingga hal ini membuat guru bersikap keras 
terhadap siswa.  
2. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk perlndungan terhadap 
kasus penganiayaan terhadap guru oleh orang tua siswa yaitu 
diwujudkan melalui tindakan preventif dengan cara penghimbauan 
kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak 
yang berwajib apabila terjadi suatu kejahatan termasuk kejahatan 
penganiayaan oleh oknum orang tua siswa terhadap guru di 
lingkungan sekolah serta melakukan penyuluhan-penyuluhan 
hukum mengenai kejahatan penganiayaan disekolah-sekolah baik 
kepada guru dan juga siswa-siswa disekolah dengan tujuan 
pencegahan awal terhadap kasus, selain itu guru sebagai korban 
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kejahatan memperoleh perlindungan, seperti, mendapatkan 
pendampingan saat mengikuti persidangan dengan tujuan agar 
ketika korban mengungkap tindak pidana yang dialami dapat 
dilakukan dengan tenang, dan dipaparkan dengan runut, dan jelas, 
korban juga dalam hal perlindungan mendapatkan rehabilitasi 
medis, serta Porlestabes makassar turun dengan cepat kelokasi 
kajadian ketika kasus penganiayaan terjadi 
B. Saran  
1. Diharapkan pemerintah dan semua instansi terkait dalam hal 
meningkatkan pendidikan melalui sekolah-sekolah, baiknya 
melakukan bimbingan mengajar terhadap guru-guru dengan 
metode yang disesuaikan untuk kodisi global sekarang, agar guru-
guru lebih bisa menjawab tantangan zaman dalam hal pendidikan 
karna kondisi murid dulu dan sekarang sangat jauh berbeda, selain 
itu Pemerintah  haruslah melakukan kerja sama dengan Kepolisian, 
lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi yang ada dalam 
masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang 
hukum melalui bimbingan atau penyuluhan-penyuluhan terhadap 
masyarakat dengan penyampaian secara visual dan bahasa yang 
mudah dimengerti serta meningkatkan kegiatan-kegiatan 
keagamaan, karena nantinya mereka akan sadar bahwa perbuatan 
jahat itu, selain melanggar hukum, juga melanggar norma-norma 
agama dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. 
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2. Diharapkan agar semua pihak yang terkait, baik Kepolisian, 
lembaga-lembaga bantuan hukum, lembaga perlindungan saksi 
dan korban pihak pemerintah serta masyarakat agar terus 
meningkatkan kerjasama secara terpadu dalam menanggulangi 
terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan kasus penganiayaan 
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